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Abstract. Giving a clinical privileges to a nurse aims to protect patient safety by ensuring that nursing personnel who provide nursing care have clinical competence and clear authority. Good implementation of clinical privileges is essential to avoid conflicts arise among health workers. Conflicts that arise will certainly affect the quality of service of nurses and hospital concerned. The aim of this study is to identify correlation communication, resources, disposition and bureaucratic structure with the implementation of clinical privilege of nurse in Inpatient Unit and Emergency Unit BRSU Tabanan. The method of this research is analytic correlation with cross sectional design. Samples were 70 people who come through proportional random sampling technique. The data was found by a questionnaire about factors that affect the implementation of clinical privilege of nurse, such as communication, resources, attitudes and bureaucratic structures. The results of the data analysis showed that the correlation coefficient of communications r = 0.336 and p = 0.003, resource r = 0.666 and p = 0.000, attitude r = 0.575 and p = 0.000 and bureaucratic structure r = 0.538 and p = 0.000. With a confidence level of α = 0.05 and all p values < α showed that between communication, resources, attitudes and bureaucratic structures have significant correlation to the implementation of clinical privilege of nurse.
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PENDAHULUAN

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien sesuai dengan pasal 13 ayat 3 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat 4 UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan bahwa pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
Kewenangan klinis (clinical privilege) tenaga keperawatan adalah kewenangan yang diberikan oleh kepala rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Penugasan klinis adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya (Permenkes, 2011).

Dengan diaturnya kewenangan klinis tersebut maka setiap perawat akan mempunyai batas yang jelas dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Pemberian kewenangan klinis juga bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas (Permenkes, 2011).
Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis dengan memberikan kuesioner kepada 30 orang perawat di BRSU Tabanan ditemukan bahwa 60 % perawat di rumah sakit tersebut belum mengetahui tentang kewenangan klinis (clinical privilege) tenaga perawat. Perawat belum mengetahui dengan jelas batas-batas tindakan yang dapat dilakukannya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Selain itu, penetapan kewenangan klinis perawat yang disusun untuk memenuhi kebutuhan akreditasi rumah sakit juga baru dilaksanakan sejak tahun 2012 sehingga dirasa penerapannya saat ini belum optimal.

Hal tersebut tentunya akan dapat menimbulkan konflik di antara tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan lain dapat merasa bahwa lahan pekerjaan yang dimilikinya dicampuri atau diambil alih oleh pihak lain. Konflik yang timbul tentunya akan  mempengaruhi kualitas pelayanan dari perawat dan rumah sakit yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui hubungan komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap penerapan clinical privilege perawat di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat BRSU Tabanan. Penerapan clinical privilege perawat yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasi dengan rancangan cross sectional untuk melihat hubungan komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap penerapan clinical privilege perawat di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat BRSU Tabanan.
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang bekerja di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat BRSU Tabanan sejumlah 238 orang perawat. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability (non random sampling) jenis proportional random sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 70 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 
Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisioner. Variabel komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi dan penerapan clinical privilege perawat diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 16 item pertanyaan dengan jawaban “ya” mendapat skor 1 dan “tidak” mendapat skor 0.
Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Sampel yang telah dipilih akan dijelaskan mengenai prosedur dan tujuan penelitian. Sebelum dilakukan pengumpulan data, sampel menandatangani inform consent sebagai responden. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner.
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji parametrik Kendall’s Tau dengan nilai kemaknaan p ≤ 0,05 artinya bila uji statistik menunjukkan nilai p ≤ 0,05 maka ada hubungan yang bermakna antara komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi dengan penerapan clinical privilege perawat.
HASIL PENELITIAN

Hasil pengumpulan data mengenai hubungan komunikasi terhadap penerapan clinical privilege perawat menunjukkan sebanyak 66 responden dengan komunikasi baik memiliki penerapan clinical privilege yang baik, 3 responden dengan komunikasi cukup memiliki penerapan clinical privilege yang baik dan 1 responden dengan komunikasi kurang memiliki penerapan clinical privilege yang cukup. Hasil analisa data menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,336 dan nilai p=0,003.
Data yang diperoleh mengenai hubungan sumber daya terhadap penerapan clinical privilege perawat menunjukkan sebanyak 44 responden dengan sumber daya baik memiliki penerapan clinical privilege yang baik, 21 responden dengan sumber daya cukup memiliki penerapan clinical privilege yang baik, 4 responden dengan sumber daya kurang memiliki penerapan clinical privilege yang baik dan 1 responden dengan sumber daya kurang memiliki penerapan clinical privilege yang cukup. Hasil analisa data menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,666 dan nilai p=0,000.
Hasil pengumpulan data mengenai hubungan sikap terhadap penerapan clinical privilege perawat menunjukkan sebanyak 58 responden dengan sikap baik memiliki penerapan clinical privilege yang baik, 1 responden dengan sikap baik memiliki penerapan clinical privilege yang cukup dan 11 responden dengan sikap cukup memiliki penerapan clinical privilege yang baik. Hasil analisa data menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,575 dan nilai p=0,000.
Data yang diperoleh mengenai hubungan struktur birokrasi terhadap penerapan clinical privilege perawat menunjukkan sebanyak 58 responden dengan struktur birokrasi baik memiliki penerapan clinical privilege yang baik, 10 responden dengan struktur birokrasi cukup memiliki penerapan clinical privilege yang cukup, 1 responden dengan struktur birokrasi kurang memiliki penerapan clinical privilege yang baik dan 1 responden dengan struktur birokrasi kurang memiliki penerapan clinical privilege yang cukup. Hasil analisa data menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,538 dan nilai p=0,000.

Semua hasil analisa data menunjukkan nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap penerapan clinical privilege perawat.

PEMBAHASAN

a. Komunikasi 
Komunikasi mempunyai peranan yang besar dalam penerapan kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan yang dibuat, pelaksana kebijakan harus mengerti tentang isi kebijakan tersebut sehingga mereka akan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak menimbulkan penyimpangan dari standar, tujuan dan sasaran kebijakan. Komite keperawatan atau sub bidang keperawatan perlu memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat serta pentingnya ditetapkan kewenangan klinis perawat. Perawat juga perlu mendapat informasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan serta akibat yang akan terjadi jika perawat melakukan tindakan di luar kewenangan klinis yang ditetapkan baginya. Dengan diberikannya semua informasi tersebut dari pihak terkait, maka diharapkan tidak akan terjadi konflik diantara perawat serta pemberian asuhan keperawatan dapat berjalan dengan baik dan keselamatan pasien akan lebih terjamin.
b. Sumber Daya
Sebagus apapun suatu kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya yang berkualitas akan sulit untuk diterapkan dengan baik. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas tetapi jika sumber daya yang tersedia tidak berkualitas maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam hal penerapan kewenangan klinis tenaga perawat, sumber daya manusia atau perawat selaku pelaksana kebijakan tersebut harus memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan agar layak diberikan suatu kewenangan. Perawat harus memiliki surat tanda registrasi, memiliki kompetensi dan telah mendapat pelatihan sehingga perawat yang bersangkutan telah berkompeten dalam memberikan asuhan keperawatan. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia juga harus mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap akan membuat perawat lebih mudah dan nyaman dalam menjalankan tugasnya.

c. Sikap
Setiap kebijakan yang baru pada hakekatnya membutuhkan pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang ditetapkan sehingga segala tugas akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika perawat telah setuju dengan ditetapkannya kewenangan klinis maka perawat dengan sendirinya akan mau memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis yang ditetapkan untuknya. Hal ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kinerja dari perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Selain sikap yang baik dari perawat selaku pelaksana kebijakan, pemberi kebijakan juga perlu menunjukkan sikap yang baik sehingga perawat akan termotivasi untuk menjalankan kewenangan klinis yang telah diberikan kepadanya dengan baik.

d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimlementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. Komite keperawatan atau sub bidang keperawatan sebagai pihak yang bertugas mengatur pemberian kewenangan klinis tenaga perawat perlu melakukan pengawasan agar perawat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan baik. Komite keperawatan juga harus menetapkan aturan yang jelas dan perlu memberikan sanksi bagi perawat yang melanggar kewenangan klinis yang diberikan kepadanya sehingga perawat dapat lebih mematuhi kebijakan yang dibuat dan hanya bekerja sesuai batasan yang telah ditetapkan untuknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang hubungan komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap penerapan clinical privilege perawat di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat BRSU Tabanan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Hasil analisa data antara komunikasi dan penerapan clinical privilege perawat didapatkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,336 yang artinya terdapat hubungan yang lemah dan nilai p=0,003 atau p < α yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara komunikasi dan penerapan clinical privilege perawat di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat BRSU Tabanan.

b. Hasil analisa data antara sumber daya dan penerapan clinical privilege perawat didapatkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,666 yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan nilai p=0,000 atau p < α yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara sumber daya dan penerapan clinical privilege perawat di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat BRSU Tabanan.

c. Hasil analisa data antara sikap dan penerapan clinical privilege perawat didapatkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,575 yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan nilai p=0,000 atau p < α yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap dan penerapan clinical privilege perawat di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat BRSU Tabanan.

d. Hasil analisa data antara struktur birokrasi dan penerapan clinical privilege perawat didapatkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,538 yang artinya terdapat hubungan yang lemah dan nilai p=0,000 atau p < α yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara struktur birokrasi dan penerapan clinical privilege perawat di instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat BRSU Tabanan.
Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan komite keperawatan rumah sakit agar dapat memberikan lebih banyak informasi mengenai clinical privilege kepada perawat. Selain itu juga diperlukan adanya pelatihan – pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dari perawat sehingga kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan akan meningkat. Setelah adanya komunikasi yang baik serta tersedianya sumber daya yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, diharapkan kepada komite keperawatan selaku pemberi kebijakan agar selalu memantau jalannya kebijakan sehingga dapat diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan di rumah sakit telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan dapat menggunakan teknik pengambilan data yang lebih baik sehingga hasil data penelitian yang didapatkan akan lebih akurat dan objektif.
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